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Penolakan Revisi UU
TNI-Polri Terus Bergulir

Substansi kedua RUU dinilai menambah begitu banvak kewenangan bagi TNI dan Polri

vang beririsan dengan hak warga negara,

JAKARTA, KOMPAS = Koalixi Ma-
svarakat Sipil untuk Reformasi
Seltor Keamanan dan Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Refor-
masi Polri mengadukan FPre-
siden Joko Widoda dan Drewan
Perwakilan Halyat ke Komisi
Masional Hak Asasi Manusia
terkait revisi Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 2 Ta
hun 2002 tentang Kepalisian
Negara BRI Koalisi juga me.
minta agar pembahasan revisi
kedua UL itu dihentikan,

Wakil Kelua Advokasi Yayas-
an Lembaga Bantuan Hukum
Indanesia Arif Maulana, selaku
perwakilan dari koalisi, meng-
ungkapkan, pembahasan ran-
cangan  undang-undang  atas
perubzhan UU TNI dan UU
Polri sangal tertulup, terbu-
ru-bury, dan tidak demolaratis,

“Karena itu, Jeami mengadu-
kan, melaporkan (Presiden Jo-
kowi dan DPR) berkaitan de-
ngan proses pembentukan per-
aturan  perundang-undangan
vang menyalahi prosedur pem-
bentukan  peraturan  perun-
dang-undangan,”  kats Arif
Maulana di kantor Komisi Na-
sional Hak Asasi DManusia
(Komnas HAM), Jakarts, Rabu
s/ 202d).

Arif  menjelaskan, proses
pembentukan  peraturan  per-
undang-undangan  seharusnya
dimulai dari perencanaan, pe
ryusunan  naskah  akademils,
dan rancangan undang-undang.
Setelah itu, DPR dan peme
rintah bisa memulai memba-
hasnya Namun, kenvataannya,
proses it tdak dilakukan.

“Ini langsung meloneat ke
pembahasan,” kala Arif

Selain prosesnya vang Udak
sesuai  aturan. Arif menilai
substansi kedua RUU ini juga
menambah begitu banyak ke-
wenangan bagi institusi TNI
dan Polri, Khususnya vang ber-

irisan dengan hak asasi warga

negara.

Hal i, misalnya, terkait per-
Tuasan kewenangan patda ruang
siber vang berpotensi memun-
culkann  pertentangan  dengan
ULl 27/2022 tenlang Perlin-
dungan Data Pribadi.

Selain itu, revisi U Polri
Jug memperluss kewenangan
institusi itu untuk menvadap
dan memberilan Kewenangan
intelijen dan keamanan Palri
untuk  menggalang  intelijen
Ial tersebut dapat menyebal-
kan tumpang tindih kewenang-
an dengan Badan Intelijen Ne
gara dan pengaturan vang ka-
bur karena tidak adanya un-
dang-undang khusus terkait pe-
nyadapan.

Arif menilai, ada kecende-
rungan revisi UL TNI dan Polri
membual anggata kedua lem-
baga itu berpolitik secara prak-
tis dan masuk wilayah sipil
seperli lembaga bisno ub-
stansi kedua rancangan UL ini
berhahuya hagi demokrasi dan

KuaIiSI Masyarakat Sipil wntuk Reformasi Sektor Keamanan serta Koalisi

halk asasi manusia,” katanwva

Arif mengatakan, ada kejang-
galan mengingal revisi kedua
UU ini disodorkan menjelang
aldhiv jabatan Presiden Jokowi.
UL TN ataupun UL Polri juga
tidak termasuk dalam daftar
Program Legislasi Nusional Pri-
oritas Tahun 2024,

Penolakan sipil

Oleh karena itu, ia meminta
pembahasan kedua undang un-
dang itu dihentikan. “"Masya-
rakat sipil menolak itu dan ka-
mi berharap (undang-undang)
ini dibahas secara demokralis
agar tak menjadi masalah baru.’
kata Arif.

Komisioner Komnas TLAM
Republik Indonesia Saurlin Si-

agian  mengatakan, pihaknya
menerima aduan dari Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Hefor-
masi Sektor Keamanan dan Ko-
alisi Masyarakat Sipil untuk Re-
formasi Polri,

Ia menuturkan, sebehim ada
aduan itu, Komnas HAM mem.
ust kajian tentang revisi UL
TNI dan UU Polri. Dari Kajian
itu, Komnae HAM menghritisi
proses pembahasan RUU TNI
dan RUU Polri vang sangal ee-
pat dan terkesan terburu-bura
dibahas,

“Tiha-tiba muncul pada Juni
lalu. Waklunya terdalu pendek
untuk mendapatkan masukan
publik” kata Saurlin.

Saurlin menulurkan, Kom-
nas HAM mengungkap bahwa

T AREVANTO AL

Masvarakat Sipil untuk

i sual menyuarakan penolakan terbadap revisi UU TNT dan UL Polri ke Komisi
ional Hak Asasi Manusia (Komnas HAND, di Kantor Komnas HAM, J:

arta, Rahu (78,2024,

Polri adalah institusi yang pa-
ling banvalk diadukan dalam ka-
sus pelanggaran HAM. Komnas
HAM mencatat, ada 771 peng
aduan  terkait  pelangsaran
HAM yang diarahkan kepada
Polri pada tahun 2023

Adapun dalam RUU Folri ada
kecenderungan perluasan ke-
wenangan lembaga [a vang
perlu dikritisi. Revisi UUT TRI
dan Polri juga berpatensi me-
Langgar pemenuhan dan
pelindungan hak asasi manu-
siit,

"Saya .lkan Im\»a lujmn ini

DPH dan publik," kala Saurlin.

Sebelumnya, seperti diberi-
takan Kompas, Ketua Umum
Partai  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan Megawati Soekar-
noputri, saat pengarahan dalam
Musyswarah  Kerja  Nasional
Partai Perindo di iNews Tower,
Jakarta, Selasa (30/7), tidak se-
tuju jika UILEENE dan UL Polri
direvisi.

Supratman Andi Agtas saat
masih menjabat Ketua Badan
Legislasi DPR, ketika dihubungi
dari Jakarta, Rabu (31/7), pun
tidak memungkiri terjadinya di-
namika sikap [raksi partai po-
litik vang ada di DPR terkait
revisi UU TNI dam UU Polri.
Setigp fralksi parpol tidak di-
larang untuk mengubah sikap-
nya. Namun, revisi kedua UU
tersebut telah menjadi RUU
inisialilf DPR dan telsh men-
dapatkan persetujuan pemba-
hiasan dari pemerintah melalui
sural presiden.

Mesli demikian, pembahas-
ain belun bisa dilakukan karena
pemerintah belum mengirim-
kan daftar inventarisasi masa-
lal (DIM). Selain itu, DPR juga
tengah reges hingga pertengah-
an Apustus 2024,

Menurut rencam, pemba-
hasan kedua HUL ity akan di-
lakukan pada masa sidang ter
akhir DPR periode 2019-2024
vang berlangsung pada perte-
npahan Agustus hingga akhir
Seprember mendatang jika pe-
merintah telah mengirimkan
DIM terkait.

Saurlin mengatakan, secara
normatif pembahasan RULU ter-
sebut tidak mungkin dilalukan
selama masa rescs. “Mercka,
kam, sedang di daerah-daerah.

Namun, sava memahami ka-

kepada s
untuk mendamtkan masukan
dan perselujuan. Nanti kalau
swlah  selesal, kami  akan
sampaikan rekomendasi ke

rena vang cepal
dan ud'\k m'\suk I olegms Pri-
orilas Tahun 2024 ini yang me-
munculkan kecurigaan publik,”
ujarnya, (DNA)




